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Efektifitas Pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan untuk memastikan tingkat 
keberhasilan antara target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak. Tujuan 
penulisan Tugas Akhir ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan 
pajak air tanah, kendala – kendala dalam pemungutan pajak air tanah dan 
efektifitasnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti. Dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode 
kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun 
manfaat dari Tugas Akhir ini yaitu untuk memaparkan solusi mengenai masalah 
hukum yang berkaitan dengan Pajak Air Tanah dan Pendapatan Asli Daerah. 
Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan sistem 
Official Assessment System, dimana  fiskus atau pemerintah menghitung dan 
memperhitungkan jumlah pajak yang terutang, berdasarkan laporan pemakaian air 
tanah yang diberikan oleh wajib pajak. Pemungutan Pajak di Kabupaten Kepulauan 
Meranti terhitung dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 belum Efektif karena melihat 
dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar hanya satu, sehingga belum mengoptimalkan 
Pendapatan Asli Daerah. 
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1.1 Latar Belakang 
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-
Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dengan 
adanya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang 
luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang 
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya 
nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip 
demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan 
keanekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro dalam buku Mardiasmo, (2018:3) 
pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang 
dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluran 
umum. Pajak memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan, 
diantaranya adalah sebagai sumber utama pendapatan Negara dimana pajak 
merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan 
masyarakat menuju kesejahteraan.  
Menurut lembaga pemungutanya pajak dibagi menjadi 2 yaitu, pajak 




Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pejualan atas barang 
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Daerah terbagi menjadi 2 yaitu Daerah 
Tingkat I dan II. Yang termasuk Daerah tingkat I yaitu, Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Yang 
termasuk kedalam Daerah tingkat II yaitu, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan. 
Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air 
tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah 
permukaan tanah. (Siahaan. 2016:493) 
Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di 
wilayahnya untuk diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). 
Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam 
bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali 
potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah 
daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya 
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di 
daerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring 




daerah dan disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi 
(P3D) ke daerah. PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan 
daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi 
pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan 
meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.  
Dasar hukum PAD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak 
daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk 
membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
Pengaturan pemungutan Pajak Air Tanah adalah Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pasal 2 ayat (2) 
huruf h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan 
Sumber Daya Air.  
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memungut berdasarkan Perda 
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan kedua 




dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air 
Tanah. Sebagai upaya untuk memenuhi pendapatan Daerah yang digunakan untuk 
menjalankan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan daerah otonom. 
Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya 
terjadi pada perusahaan air bersih yaitu pada PT. Meranti Tirta Investasi. PT. 
Meranti Tirta Investasi berdiri pada tahun 2015 dengan mempunyai 2 sumur dan 
satu sumur mempunyai kedalaman kurang lebih 80 Meter. Perusahaan tersebut 
berada di Jalan Dorak Selatpanjang.  
Pemungutan Pajak Air Tanah ini tidak luput dari efektivitas suatu 
perusahaan tersebut dalam mengelola pajak. Pengelolaan Pajak Air Tanah di 
Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan maksimal. Dari potensi yang ada, 
hanya satu perusahaan yang baru berpartisipasi membayar pajak atas penggunaan 
air bawah tanah yaitu PT Meranti Tirta Investasi yang membayarkan pajak air 
tanah sementara perhotelan belum mau membayar pajak air tanahnya. 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti dari Tahun 2017 Sampai dengan 2019 
NO Tahun Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase % 
1. 2017 60.000.000 20.825.757 34,71 
2. 2018 60.000.000 18.138.291 30,23 
3. 2019 60.000.000 28.497.419 47,50 
Sumber:  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti 2020. 
 
Cukup banyak potensi pendapatan yang hilang dari Pajak Air Tanah. Hal 
ini dikarenakan kurangnya kepahaman masyarakat dalam pemungutan pajak air 
tanah itu sendiri. Dari latar belakang diatas penulis tertarik dan perlu membahas 




Pemungutan Pajak Air Tanah dan Efektivitasnya Pada Badan Pengelola 
Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari judul diatas penulis memperoleh masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Badan Pengelola 
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti? 
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah 
dan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak air tanah di 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti? 
3. Apakah kontribusi pajak air tanah pada Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah efektif? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Tujuan Penulisan: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak 
air tanah dan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak air 





3. Untuk mengetahui Apakah kontribusi pajak air tanah pada Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
sudah efektif. 
Manfaat Penulisan: 
1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait masalah yang diteliti. 
2. Untuk dapat memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum 
yang berkaitan dengan pajak air tanah dan Pendapatan Asli Daerah. 
3. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti yang ingin 
mengkaji secara mendalam tentang pajak air tanah khususnya terhadap 
pemungutan dan kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
1.4 Metode Penulisan 
1.4.1 Lokasi Penelitian 
Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelola 
Pajak dan Retribusi Daerah di Jalan Banglas depan gedung Afifa, 
Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia.  
1.4.2 Waktu Penulisan 
Pada penulisan ini dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai 
dengan Maret 2020. 
1.4.3 Jenis Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
dari sumber informasi melalui wawancara. Yang dalam hal ini 




Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten 
Kepulauan Meranti. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data diperoleh secara tidak langsung 
dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta 
arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti.  
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi adalah pengumpulan secara langsung di kantor 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti yang berhubungan langsung kepada 
permasalahan penelitian penulis. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah Tanya jawab kepada narasumber di 
kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti yang berhubungan langsung dengan 
permasalahan dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis akan 
bertanya langsung kepada beberapa pegawai yang penulis anggap 






1.4.5 Analisa Data 
Analisa dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, 
yaitu dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah suatu cara 
pengumpulan dan penyajian data, sehingga mudah untuk dipahami dan 
memberikan informasi yang berguna. Deskriptif hanya mereduksi, 
menguraikan atau memberikan keterangan suatu data, fenomena atau keadaan 
kedalam beberapa besaran untuk disajikan secara bermakna dan mudah 
dimengerti. (Susetyo. 2017:4) 
1.5 Sistematika Penulisan 
Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap 
bab dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
  Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II  :  GAMBARAN UMUM INSTANSI 
  Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Badan Pengelola 
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 
susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas (job 
description), visi misi, tujuan Badan Pengelola Pajak dan 






BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Bab ini menjelaskan uraian yang sangat penting dalam penulisan 
ini, karena memuat tentang tinjauan teori dan praktek yang 
terdiri dari pengertian pajak, fungsi dan jenis pajak, 
pengelompokan pajak, tata cara pemungutan, pengertian pajak 
daerah, pengertian pajak air tanah, subjek objek dan wajib pajak 
air tanah, dasar hukum pemungutan pajak air tanah, masa pajak 
tahun pajak saat terutang pajak dan wilayah pemungutan pajak, 
cara pemungutan penetapan dan ketetapan pajak, pembayaran 
dan penagihan pajak air tanah dan insentif pemungutan pajak air 
tanah. Pada bab ini juga menjelaskan tentang bagaimana cara 
Pemungutan Pajak Air Tanah dan efektivitasnya pada Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti  
BAB IV  :  PENUTUP 
  Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil 











GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
 
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti. 
Awalnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 
bergabung dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) yang bertempat di jalan Merdeka No. 64 Selatpanjang, Kabupaten 
Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus Tahun 2016 
Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi 
menggelar Paripurna dan mengesahkan Ranperda Tentang pembentukan Satuan 
Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Setelah itu Badan Pengelolaan Pajak dan 
Retribusi Daerah memisahkan diri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 
Awal berdirinya Kantor BPPRD dikepalai oleh Bapak Bambang 
Supriyanti, SE. MM. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) ini 
pun akhirnya berpindah tempat di Jalan Banglas Depan Gedung Afifa, 
Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan, Meranti, Riau, Indonesia. Pada tanggal 31 
Juli 2017 terjadi pergantian Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 
Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak H. Herman, SE. 
MT. Tidak lama setelah itu Pada tanggal 5 Januari 2018 terjadi lagi pergantian 






pergantian pempinan yaitu Bapak Mardiansyah S.STP, M.AP hingga sekarang . 
Badan ini mengurus Pendapatan Asli Daerah yang berada di Kabupaten 
Kepulauan Meranti, Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan serta Mengelola Retribusi Darah Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 
 
2.2 Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah 
1. Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
”Profesional dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai 
sumber pendapatan utama Kabupaten Kepulauan Meranti” 
2. Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
a. Meningkatkan pelayanan yang transparan 
b. Meningkatkan sistem pengolah data dan pelayanan pajak dan 
retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi infoemasi 
c. Menigkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas, 
berdedikasi, serta amanah 
d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat 
dalam membayar pajak dan retribusi daerah 
3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
Badan pengelola pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas 
membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 




pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 
pembantuan. 
Badan pengelola pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak 
dan retribusi daerah; 
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola 
pajak dan retribusi daerah; 
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 
teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah; 
d. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang urusan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang pengelola pajak dan 
retribusi daerah; dan 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
2.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
Dibawah ini struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 












Gambar 2.1  :  Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 








2.4 Uraian Tugas 
1. Bidang Sekretariat 
Adapun tugas pokok sekretaris adalah sebagai berikut : 
a. Penyusunan rencana kerja sekretariat; 
b. Penyusunan rencana aksi (action plan) dan skedul waktu (time 
schedule) pelaksanaan pekerjaan sekretariat; 
c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 
administrasi umum, kepegawaian, program, keuangan dan 
perlengkapan; 
d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sekretariat; 
e. Melakukan koordinasi internal dan pengawasan internal secara 
periodik minimal sekali dalam satu bulan; 
f. Melakukan konsilidasi program/kegiatan bidang; 
g. Melakukan konsilidasi realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan 
bidang; 
h. Mengevaluasi hasil kerja ASN dilingkungan Badan sebagai bahan 
pembinaan; 
i. Memberi petunjuk bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para 
bawahan; 
j. Mengkoordinasikan tugas bawahan dilingkup sekretariat melalui 
rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam 
pelaksanaan tugas; 




l. agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 
m. Memeriksa pelaksanaan tugas lingkup sekretariat untuk mengetahui 
kesesuaiannya dengan rencana; 
n. Mengatur pelaksanaan kegiatan bawahan berdasarkan prioritas 
penyelesaian tugas kesekretarisan agar sesai tepat pada waktunya; 
o. Menilai konsep naskah dinas dari bawahan dan unit kerja lainnya 
dilingkungan Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah; 
p. Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja 
dilingkungan Badan agar pelaksanaannya tertib; 
q. Melaporkan pelasanaan tugas kesekretariat baik secara lisan, tertulis, 
berkala, maupun incidental pada pimpinan; 
r. Membuat laporan program/kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan; 
s. Melaksanakan pengelolaan data elektronik dan bertanggung jawab 
atas penggunaan teknologi informasi pada badan pelayanan pajak dan 
retribusi daerah; 
t. saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya; dan 
u. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Sekretariat membawahi beberapa Sub Bagian yaitu : 
a. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Program; dan 





2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 
Adapun tugas pokok bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan 
daerah sebagai berikut: 
a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja 
bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; 
b. Penyusunan draft rencana aksi dan skedul waktu bidang perencanaan 
dan pengembangan pendapatan daerah; 
c. Penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan 
dan pengembangan pendapatan daerah; 
d. Penyusunan draft sistem dan prosedur perencanaan dan 
pengembangan pendapatan daerah, memantau pelaksanaan tugas para 
bawahan berdasarkan program kerja bidang, memeriksa konsep 
naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani; 
e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui 
prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut; 
f. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis, 
berkala, maupun incidental kepada kepala Badan; 
g. Memberi saran dan pertimbanagan kepada atasan yang menyangkut 
bidang tugas; 
h. Pelaksanaan evaluasi kepada aparatur pelaksana pelayanan, 
pemungutan dan administrasi pelayanan pajak dan retribusi pajak; 
i. Pelaksanaan verifikasi data ketetapan pajak dan retribusi daerah dan 




j. Melakukan kajian perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah; 
k. Menyusun metode intensifikasi dan ekstersifikasi pendapatan asli 
daerah; 
l. Menyusun metode penetapan piutang pendapatan asli daerah; 
m. Menyusun metode penagihan pendapatan asli daerah; 
n. Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah; 
o. Melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi terhadap wajib pajak 
sebagai uji ketaatan terhadap peraturan perpajakan perlindungan 
pajak; dan 
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi 
beberapa Sub Bagian yaitu: 
a. Sub bidang perencanaan pendapatan daerah; 
b. Sub bidang pengembangan pendapatan daerah; dan 
c. Sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah. 
3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah 
Adapun tugas pokok bidang pajak dan retribusi daerah adalah sebagai 
berikut: 
a. Penyusunan rencana kerja bidang pajak dan retribusi daerah; 
b. Penyusunan rencana aksi dan skedul waktu pelaksanaan pekerjaan 




c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 
pajak dan retribusi daerah; 
d. Penyusunan kebijakan pajak dan retribusi daerah; 
e. Penyusunan draft perda pajak dan retribusi daerah; 
f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran, 
pendataan, penetapan dan penagihan wajib pajak dan wajib retribusi; 
g. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program 
kerja bidang; 
h. Memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk 
ditandatangani; 
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui 
prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut; 
j. Melapor pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis dan 
berkala, maupun insidental kepada kepala Badan; 
k. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut 
bidang tugas; 
l. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang kewajiban 
membayar Pajak dan Retribusi Daerah; 
m. Penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan pendaftaran, 
pendataan, penetapan dan penagihan objek pajak dan retribusi; 
n. Pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah; 





p. Melakukan permutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi; 
q. Menyampaikan telaahan staf dalam hal persetujuan atau penolakan 
atas permohonan pengurangan ketetapan pajak yang disampaikan oleh 
wajib pajak; 
r. Pembuatan dan pengumpulan daftar wajib pajak serta memberi kartu 
pengenal wajib pajak serta nomor wajib pajak daerah (NWPD) kepada 
wajib pajak yang akan menjadi identitas unit pada setiap transaksi; 
s. Melakukan pendaftaran kepada para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; 
t. Menerbitkan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 
u. Mengoreksi dan menandatangani surat ketetapan pajak / retribusi 
daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT), 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Tagihan 
Pajak /Retribusi Daerah sesuai ketentuan; 
v. Menghimpun dan membukukan seluruh surat ketetapan pajak daerah 
dan surat ketetapan retribusi daerah jenis tertentu dalam Buku 
Register SKPD/SKRD Tahunan; 
w. Menerima dan menindaklanjuti surat keberatan atau permohonan 
keringanan dari wajib pajak atas penetapan dan penagihan perhitungan 
pajak; 





y. Menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib 
Retribusi Daerah; 
z. Menyampaikan SKPD dan SKRD kepada wajib pajak dan wajib 
retribusi; 
å. Melakukan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan 
wajib retribusi; 
ä. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan 
penagihan; 
ö. Menghitung piutang pajak dan piutang retribusi berdasarkan nomor, 
nama, nilai dan alamat wajib pajak dan wajib retribusi; dan 
aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Bidang Pajak dan Retribusi Daerah membawahi beberapa sub Bidang 
yaitu: 
a. Sub bidang pendaftaran dan pendataan; 
b. Sub bidang penetapan; dan 
c. Sub bidang penagihan. 
4. Bidang Pengelolaan PBB Dan BPHTB 
Adapun tugas pokok bidang pegelolaan PBB dan BPHTB sebagai berikut: 
a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja 
bidang pengelolaan PBB dan BPHTP; 





c. Penyusunan draft sistem dan prosedur pengelolaan PBBdan BPHTB; 
d. Penyusunan draft surat edaran kepala daerah tentang pembayaran 
pengelolaan PBB dan BPHTB; 
e. Penyusunan draft sistem operasional prosedur (SOP) bidang 
pengelolaan PBB dan BPHTB; 
f. Pemantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja 
bidang; 
g. Pemeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk 
ditandatangani; 
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui 
prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut; 
i. Melaporkan pelaksanaan tugas badan baik secara lisan, tertulis, 
berkala, maupun insidental kepada kepala badan; 
j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut 
bidang tugas; 
k. Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak PBB dan BPHTB; 
l. Melakukan validasi data wajib pajak PBB P2; 
m. Melakukan penilaian kembali data objek pajak  PBB P2; 
n. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak; 
o. Melakukan penagihan PBB P2 kepada wajib pajak; 





q. Memberikan penghargaan termasuk penerapan sanksi bagi para 
pelanggar pajak daerah; 
r. Menyediakan pelayanan pembayaran PBB dan BPHTB; dan 
s. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTP membawahi sub bidang yaitu: 
a. Sub bidang Pendataan dan Penilaian; 
b. Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan 
c. Sub bidang penagihan dan keberatan. 
5. Jenis Kepegawaian 
Adapun jenis kepegawaian yang bekerja di Badan Pengelolaan 
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai 
berikut: 
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu mereka yang telah melalui masa sebagai 
sementara dan telah memenuhi persyaratan pada kantor tersebut. 
b. Pegawai Tidak Tetap (PTT). 
c. Pegawai Honorer dan Pegawai Honorer Kontrak. 
d. Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu mereka yang 
diangkat berdasarkan kebutuhan kantor dan telah memenuhi 
persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan pada kantor tersebut. 









Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diambil kesimpulan 
tentang Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut: 
1. Pelaksanaa pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti 
dilakukan dengan menghitung volume dalam satuan meter kubik (m³) dengan 
menggunakan alat water meter yang dihitung sendiri oleh wajib pajak, Dalam 
Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah menggunakan Official Assessment 
System, dimana fiskus atau pemerintah menghitung dan memperhitungkan 
jumlah pajak yang terutang, berdasarkan laporan pemakaian air tanah yang 
diberikan oleh wajib pajak 
2. Kendala – kendala dalam pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten 
Kepulauan Meranti dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang hanya satu dan 
tidak ada pengontrolan terhadap wajib pajak yang mengambil dan 
memanfaatkan Air Tanah, Upaya pemerintah dalam meningkatkan 
pendapatan Pajak Air Tanah adalah dengan memasang alat water meter 
terhadap perusahaan yang dianggap berpotensi tinggi, dalam hal ini 
pemerintah akan memasang ke beberapa hotel seperti Grand Meranti Hotel, 
Dyva Hotel dan Aka Meranti Hotel.  
3. Berdasarkan Observasi Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten 






penerimaan pajak air tanah selama 3 tahun belakangan ini yang tindak 
mencapai 100% atau hanya dibawah 50% yaitu 47,50%.  
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur pelaksana 




Setelah penulis mengamati dan menganalisa secara sekilas tentang 
Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis ingin memberi saran yang mungkin 
berguna dan bermanfaat bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yaitu: 
1. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan 
Pajak dan Retribusi Daerah perlu melakukan evaluasi tentang potensi-potensi 
yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. 
2. Dalam penentuan target, hendanya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti perlu melakukan pengajian ulang terhadap realisasi penerimaan 
Pajak Air Tanah atau disesuaikan dengan keadaan saat ini agar target tersebut 
nantinya tercapai. 
3. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai dasar penetapan Pajak 
Air Tanah, Perhitungan Pajak Air Tanah kepada wajib pajak agar dapat 
mengerti tentang tata cara perhitungan Pajak Air Tanah. 
4. Wajib pajak harus sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban dalam 
menjunjung pembanguan Negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak tidak 
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1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Badan Pengelola 
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti? 
2. Apa saja kendala – kendala yang terjadi pada saat pemungutan Pajak 
Air Tanah? 
3. Bagaimana upaya pemerintah saat ini untuk meningkatkan pendapatan 
pajak air tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti? 
4. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pengelola 
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